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BAB IV  

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH 

TERHADAP MEKANISME PENGELOLAAN 

ZAKAT PRODUKTIF. 

 

A. Mekanime Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ 

Rumah Yatim Dhuafa. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai 

pengelolaan dana zakat secara produktif di LAZ Rumah 

Yatim Dhuafa, Perlu di ketahui bahwa selama ini 

pendayagunaan zakat pada umumnya masih bersifat 

konsumtif artinya masih penyaluran dana zakat yang 

dilakukan oleh lembaga pengelola zakat kebanyakan 

diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai, bantuan 

jamaminan sosial atau kegiatan jangka pendek lainnya 

yang bersifat konsumtif. Namun dengan seiring 

berjalannya waktu kini sebagian lembaga pengelola zakat 

seperti BAZ atau LAZ mulai mendistribusikan dana 

zakatnya secara produktif.  

Salah satunya yakni LAZ Rumah Yatim Dhuafa 

yang merupakan lembaga pengelola ZISWAF dimana 

dalam proses pendayagunaan dana zakatnya LAZ Rydha 

ini tidak hanya mendayagunakan dana zakat secara 
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konsumtif saja tetapi juga di dialokasikan pada sektor 

produktif. Salah satu program zakat produktif yang 

dimiliki oleh LAZ Rydha ini adalah program peduli 

ekonomi, dimana program ini merupakan program 

pemberdayaan ekonomi mustahik secara produktif. 

Dalam hal ini mengenai mekanisme kerja 

lembaga pengelola zakat, setelah melakukan wawancara 

yang dillakukan oleh penulis. LAZ Rydha sendiri dalam 

melakukan penghimpunan dana zakatnya terbagi menjadi 

dua sistem yakni secara online dan offline. Berdasarkan 

wawancara dengan Ka. Mamah Halimah selaku bagian 

tim Manager Marketing Retail atau bagian (fundraising) 

pengumpulan zakat mengatakan : 120 

Pengumpulan dana zakat di LAZ Rydha terbagi 

menjadi dua sistem yakni secara online dan offline. 

Melalui offline para donatur yang mendonasikan zakatnya 

bisa langsung ke kantor lembaga atau menelpon atau 

menghubungi admin pihak lembaga untuk ambil langsung 

zakatnya di tempat tinggal muzakki, atau bisa secara 

online dengan melakukan transfer ke rekening LAZ 

Rydha dan juga melalui platform media sosial dan e-

commerce. Dana zakat yang telah terhimpun sebelumnya 

                                                             
120

 Ka.Mamah Halimah, Manajer Marketing Retail LAZ RYDHA, 

wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2021. 
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kemudian disalurkan kepada yang berhak mustahik yang 

tergolong kedalam 8 asnaf.  

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ 

Rydha ini dialokasikan pada bidang- bidang yang tersedia. 

Hal ini di berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. 

Ikhsan Nuryamin selaku Manager Program mengatakan: 

Dalam hal pendayagunaan dana zakat di LAZ Rydha 

sendiri pihak lembaga sejauh ini lebih banyak 

mendayagunakan dana zakatnya disektor konsumtif 

artinya sebesar 80% pendayagunaan zakat dialokasikan 

pada bidang konsumtif dan 20% dialokasikan untuk 

kegiatan produktif. Dana zakat yang telah terhimpun lebih 

dominan di salurkan di sektor konsumtif dalam kaitannya 

konsep konsumtif didayagunakan dengan memberikan 

bantuan hidup rutin, bantuan pendidikan, bantuan kepada 

yatim dhuafa, bantuan jaminan kesehatan banyak lagi 

program-program lembaga dalam pendayaguaan zakat di 

sektor konsumtif.  

Sedangkan di sektor produktif sejauh ini belum 

banyak pendayagunaan dana zakat ke arah produktif ini. 

Pendayagunaan dana zakat di sektor produktif dengan 

pemberian bantuan modal usaha ini diperuntukan bagi 
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mustahik yang memenuhi kriteria pemberian bantuan 

modal disesuaikan dengan kemampuan mustahik”.121 

Proses pendistribusian dana zakat produktif di 

LAZ Rydha dalam menyalurkan dana zakatnya 

menggunakan skala prioritas dalam hal ini penerima zakat 

dikhususkan bagi fakir dan miskin. Pemberian bantuan 

modal usaha ini menggunakan prinsip qordhul hasan 

yaitu suatu bentuk pinjaman modal usaha seperti 

pinjaman kebajikan yang tidak adanya tingkat 

pengembalian dana dari pinjaman pokok. Pemberian 

bantuan modal usaha melalui zakat produktif dengan 

tujuan untuk membantu mengembangkan usaha mustahik 

atau merintis usaha yang baru guna membantu mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki rasa 

ketergantungan akan pemberian zakat untuk itu pihak 

LAZ Rydha tidak menuntut untuk mengembalikan dana 

zakat yang telah diberikan untuk bantuan modal usaha 

tersebut.  

Sementara itu mengenai proses pengajuan 

penerima zakat produktif di LAZ Rydha, Sebelum 

pemberian dana zakat tersebut diberikan kepada mustahik 

yang berhak menerima zakat produktif.  

                                                             
121 Ikhsan Nuryamin, Manajer Program LAZ RYDHA, wawancara 

dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2021. 
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1. Calon mustahik zakat produktif wajib melampirkan 

berkas-berkas administrasi seperti RAB lalu 

dikumpukan terlebih dahulu ke LAZ Rydha. 

2. Selanjutnya pihak lembaga akan melakukan verifikasi 

data kelayakan mustahik untuk diberikan bantuan dan 

melakukan survey ke calon penerima zakat. 

3. Kemudian didiskusikan setelah dilakukan finalisasi 

melalui rapat dengan CEO beserta jajarannya maka 

mustahik yang lolos seleksi akan direalisasikan dan 

diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. 

Selain itu Menurut hasil wawancara dengan 

manager program dalam pendistribusian zakat produktif 

setelah mendapat persetujuan dari lembaga mustahik 

yang layak akan di berdayakan, maka akan 

direalisasikan bantuan zakat produktif selambat-

lambatnya 2 bulan. Adapun pengajuan zakat produktif 

yang di tolak oleh lembaga karena mustahik yang akan 

diberdayakan tidak memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan usaha yang nantinya akan dibantu oleh 

karenanya pihak lembaga menolak
122

 

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan 

pendistribusian dana zakatnya LAZ Rydha menyalurkan 

bantuan berupa modal usaha kepada mustahik. Adapun 

                                                             
122 Ikhsan Nuryamin, Manajer Program LAZ RYDHA, wawancara 

dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2021. 
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janis usaha yang diberdayakan melalui zakat produktif 

dengan diberikan bantuan modal usaha yaitu:  

Pertama, pemberian bantuan modal usaha pihak 

mustahik yang diberdayakan dengan diberikan modal 

sesuai dengan kebutuhan mustahik, seperti yang 

dilakukan oleh Ibu Tati dan suaminya sebagai penerima 

bantuan modal usaha dari zakat produktif. Menurut hasil 

wawancara yang telah dilakukan sebelumnya Ibu Tati 

dan suaminya mengunakan bantuan modal usaha 

tersebut untuk membuka warung ayam bakar. usaha 

ayam bakar miliknya baru berjalan 2 bulan mengenai 

hasil keuntungan dari penjualan ayam bakar tersebut 

100% keuntungannya milik Ibu Tati dan suaminya, 

pihak LAZ Rydha tidak meminta keuntungan sama 

sekali karna pemberian bantuan modal usaha ini 

sepenuhnya bantuan bukan pinjaman modal. 
123

 

Kedua, pemberian bantuan gerobak usaha yang 

diberikan kepada Ibu Mimih Sa’adah dimana pihak 

lembaga memberikan bantuan gerobak usaha ini 

bertujuan untuk membantu Ibu Mimih Sa’adah berjualan 

sehingga tidak harus berebut lapak dengan pedagang 

lain. Dengan bantuan gerobak tersebut selain 

menjajahkan usaha mainannya Ibu Mimih Sa’adah dan 

                                                             
123 Ibu Tati, Selaku Mustahik Zakat Produktif , wawancara dengan 

penulis dirumahnya, tanggal 1 Agustus 2021. 
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suami bisa menjajahkan dagangannya yang lain seperti 

gorengan guna membantu peningkatan pendapatan untuk 

perekonomian keluarganya.
124

 

Ketiga, pemberian bantuan modal usaha kepada 

ibu yatim yang memiliki usaha warung seperti Ibu 

Sartini dan Ibu Nani pemilik warung yang diberdayakan 

melalui zakat produktif berupa bantuan modal usaha. 

Bantuan tersebut digunakan untuk memperbaiki 

warungnya yang rusak merenovasi warung dan membeli 

perlengkapan untuk berjualan. Selain itu digunakan 

untuk modal usaha mengisi warungnya dengan beragam 

barang untuk dijual. Sama seperti hal nya pemberian 

bantuan yang lain pihak lembaga melakukan 

pendampingan dan monitoring rutin 1 bulan sekali 

namun semenjak adanya pandemi Covid-19 ini terhitung 

sejak awal tahun belum ada agenda kegiatan monitoring 

dari pihak LAZ Rydha karena pemberlakuan PPKM 

yang menjadikan agenda bulanan terhambat belum bisa 

melakukan monitoring kembali terhadap 

keberlangsungan usaha mustahik. 
125

 

Keempat, pemberian satu buah mesin jahit 

kepada ibu yatim. Dimana ibu Ida Farida selaku 

                                                             
124 Ibu Mimih Sa’adah, Selaku Mustahik Zakat Produktif , 

wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 1 Agustus 2021. 
125 Ibu Sartini dan Ibu Nani, Selaku Mustahik Zakat Produktif , 

wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 7 Agustus 2021. 
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mustahik penerima bantuan mesin jahit ini memiliki 

keterampilan menjahit maka pihak LAZ Rydha 

memberikan bantuan mesin jahit guna menungkatan 

keterampilan yang dimilikinya dengan adanya bantuan 

mesin jahit yang diberikan pihak lembaga membantu Ibu 

Ida Farida membuka usaha vermak baju membuat baju. 

Hingga saat ini usahanya terus berkembang dengan baik 

dengan begitu bisa menambah penghasilan untuk 

keluarganya.
126

 

Kelima, pemberian bantuan petani cerdas 

berdasarkan hasil wawancara dengan manager program , 

menjelaskan bahwa program petani cerdas ini dilakukan 

dengan mengelola tanah wakaf milik LAZ Rydha salah 

satu mustahik diberdyakan untuk mengelola tanah wakaf 

tersebut untuk ditanami paria, labu air dan lain 

sebagainya hanya saja bantuan pada petani cerdas yang 

masih aktif hingga sekarang yakni seorang petani dari 

Kec. Keronjo Pak Sukarni diberdayakan oleh pihak 

lembaga untuk mengembangkan lahan pertanian 

miliknya dengan menanam terong labu air dan 

sebagainya. Dalam hal ini pihak LAZ Rydha selain 

memberikan bantuan modal untuk bertani dan 

menyediakan kebutuhan bertani mulai dari penyiapan 

                                                             
126 Ibu Ida Farida, Selaku Mustahik Zakat Produktif , wawancara 

dengan penulis dirumahnya, tanggal 7 Agustus 2021. 
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lahan pembibitan hingga saat panen. Harapannya dengan 

diadakan program ini bisa membantu mustahik agar 

lebih berdaya.
127

 

Keenam, pemberian bantuan peternakan cerdas, 

hasil wawancara dengan manager program menjelaskan 

bahwa, dengan adanya program peternak cerdas ini baru 

dirancang oleh LAZ Rydha agar bisa memberdayakan 

alumni binaan Rydha yang memiliki jiwa wirausaha 

serta berlatar belakang pendidikan yang berfokus 

produksi tanaman perkebunan yang dianggap mampu 

mengelola di bidang perkebunan dan peternakan oleh 

karena itu pihak LAZ Rydha membuat program peternak 

cerdas untuk saat ini program yang diberdayakan yaitu 

peternakan bebek peking. Bantuan yang diberikan 

lembaga berupa bibit bebek peking, pembuatan kandang 

dan lainnya. Selain memberikan bantuan modal usaha 

pihak LAZ Rydha juga melakukan pembinaan untuk 

melihat perkembangan dari usaha tersebut. Dari program 

yang baru berjalan ini diharapkan kedepannya bisa 

menjadikan alumni binaan LAZ Rydha memiliki jiwa 

wirausaha agar bisa meningkatkan taraf hidup. 
128

 

                                                             
127 Ikhsan Nuryamin, Manajer Program LAZ RYDHA, wawancara 

dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2021. 
128

Ikhsan Nuryamin, Manajer Program LAZ RYDHA, wawancara 

dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2021. 
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Namun dalam model pendistribusian dana 

zakatnya LAZ Rydha umumnya masih bersifat konsumtif 

penyaluran dana zakat masih di dominasi oleh bantuan 

yang bersifat konsumtif. Sebesar 20% dana zakatnya 

hingga saat ini diberdayakan untuk kegiatan di sektor 

zakat produktif.  

Salah satu faktor yang menjadikan dana zakat 

masih di dominasi oleh pendayagunaan secara konsumtif 

yakni masih belum terpenuhinya zakat yang dibagikan 

kepada fakir miskin di wilayah sekitaran kabupaten 

Tangerang disebabkan karena banyaknya mustahik yang 

berhak menerima zakat tersebut. Sehingga LAZ Rydha 

lebih memfokuskan penyaluran dana zakatnya disektor 

semi produktif. Dalam hal ini prioritas utama dari 

pendistribusian zakat adalah fakir miskin oleh karenanya 

sebelum terpenuhi hak-hak nya mustahik penerima zakat 

secara keseluruhan, dan dari dana zakat yang telah 

dikumpulkan lembaga belum ada kelebihan dana nya 

untuk dialokasikan ke sektor produktif maka LAZ Rydha 

bisa memanfaatkan dana zakatnya dalam bentuk 

produktif.  

Menurut penulis setelah melakukan observasi 

dengan beberapa mustahik, praktik pendayaguanaan dana 

zakat produktif dalam pemberian bantuan modal usaha di 

LAZ Rumah Yatim Dhuafa telah sesuai dengan syarat-
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syarat dan ketentuan dalam Keputusan Mentreri Agama 

dan pasal 16, 17 Keputusan Dirjen Bimnas Islam dan haji 

menjelaskan bahwa: Adapun dana zakat yang digunakan 

untuk usaha produktif harus memenuhi beberapa 

persyaratan, dalam hal pendayagunaan zakat secara 

produktif berupa permodalan ini dayagunakan setelah 

seluruh mustahik telah memenuhi kebutuhannya 

kemudian melalui studi kelayakan dan pengawalan, serta 

mesti ada penilaian dan juga membuat laporan dan 

evaluasi terkait perkembangan usaha yang dijalankan 

mustahik. Dalam hal ini pihak LAZ Rydha tidak hanya 

memberikan zakat produktif berupa modal usaha saja, 

namun dalam melakukan pendampingan serta mengawasi 

perkembangan usaha yang dijalankan mustahik 

Pentingnya pengawasan terhadap usaha mustahik untuk 

mengukur perkembangan usaha yang dikembangkan 

setelah diberdayakan dengan zakat produktif. Jika 

terdapat kegagalan atau penyimpangan dalam melakukan 

pendayagunaan dana zakat tersebut pihak lmebaga dapat 

membantu juga mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan.  

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat 

belum terealisasikannya kegiatan pembinaan mustahik 

dan proses pengawasan seperti monitoring dan evaluasi di 

LAZ Rumah Yatim Dhuafa sebagai berikut:  
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1. Faktor yang pertama yakni karena pandemi covid-19, 

pandemi ini terjadi di seluruh dunia termasuk 

Indonesia hal ini mengakibatkan seluruh aktivitas 

terhambat. Salah satunya yakni dalam melakukan 

kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap usaha yang 

dijalankan mustahik penerima zakat produktif yang 

rutin dilakukan 1 bulan sekali belum bisa berjalan 

semestinya. 

2. Selain itu faktor lain yang menjadi penghambat bagi 

proses pengawasan yakni karena keterbatasan sumber 

daya manusia di LAZ Rydha proses monitoring belum 

bisa sepenuhnya terealisasikan untuk melihat 

perkembangan usaha penerima zakat produktif yang 

diberdayakan oleh mustahik.
129

 

Sedangkan di tinjau dalam hukum positif 

mengenai pendayagunaan dana zakat yang dikelola secara 

produktif, sesuai perundang-undangan Indonesia dalam 

undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat.
130

 LAZ Rydha dalam pengelolaan dana zakatnya 

sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut 

sesuai pasal 8 Badan Amil Zakat sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 mempunyai 

                                                             
129 Ikhsan Nuryamin, Manajer Program LAZ RYDHA, wawancara 

dengan penulis dikantornya, tanggal 27 Juli 2021. 
130 Undang-undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat. 
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tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan 

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentutuan 

agama.
131

 Yang mana dalam hal ini LAZ Rydha telah 

melakukan tugas dan fungsi nya sebagai Lembaga Amil 

Zakat melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan 

serta pendistribusian.  

Adapun pendayagunaan dana zakat secara 

produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 27 UU No.23 Tahun 2011 selain di 

dayagunakan untuk kebutuhan konsumtif dana zakat juga 

dapat diberdayakan untuk kegiatan produktif. Mengenai 

hal itu syarat-syarat sebuah zakat dapat diperbolehkan 

menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 adalah 

sebagai berikut: Pada Pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan 

bahwa: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila 

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
 132

 

Hemat penulis menyimpulkan bahwa mengenai 

hal pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Yatim 

Dhuafa telah sepenuhnya memenuhi ketentuan syarat-

syarat dana zakat diberdayagunakan untuk usaha 

produktif dalam keputusan Menteri Agama dan pasal 16, 

                                                             
131 Undang-undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat. 

Dalam Pasal 8. 
132 Undang-undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat. 

Dalam Pasal 29. 
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17 Keputusan Dirjen Bimnas Islam dan haji menjelaskan 

bahwa syarat dan ketentuan pendayagunaan zakat dalam 

usaha produktif harus ada pengawalan serta pembuatan 

laporan guna melihat perkembangan usaha yang dikelola 

mustahik. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 

telah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat 

pendayagunaan zakat produktif dalam pasal 27 undang-

undang 23 tahun 2011. Dana zakat yang telah terkumpul 

sebelumnya dialokasikan ke sektor produktif jika 

kebutuhan dasar dalam pendayagunaan di sektor 

konsumtif telah terpenuhi semua haknya termasuk fakir 

miskin sebagai prioritas utama penerima zakat dan ada 

kelebihan dana dari zakat tersebut maka pihak LAZ Rydh 

dapat memanfaatkan dana zakatnya untuk diberdayakan 

dalam bentuk produktif. 

B. Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Pengelolaan 

Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa. 

Tujuan umum ketika Allah SWT menetapkan 

hukum-Nya tidak lain ialah bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat. Seorang mujtahid dituntut untuk bisa 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di 

masyarakat dalam hal ini untuk pengembangan hukum 

melalui pendekatan ijtihad yang menggunakan maslahah 

mursalah atas dasar untuk kemaslahatan yang belum ada 
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ketetapan hukumnya ini perlu dilakukan penalaran. 

Maslahah mursalah memiliki keterkaitan dengan maqshid 

syariah yakni kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa 

terwujud apabila lima kebutuhan dasar terpenuhi, kelima 

unsur tersebut yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, 

akal dan harta.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 

mengenai maslahah mursalah yakni suatu kemaslahatan 

yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar’i tujuan 

pembentukan hukum dimaksudkan terwujudnya 

kemaslahatan bagi umat manusia, dengan tercapainya 

maslahat dan terhindar dari mudharat (kerusakan). 

Kemaslahatan akan terus menerus muncul sejalan dengan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia. Seiring 

dengan perubahan zaman manusia semakin berkembang, 

dari hal tersebut permasalahan yang ada dimasyarakat 

juga terus berkembang besamaan dengan berkembangnya 

manusia. Oleh karena itu munculnya penalaran maslahah 

mursalah sebagai opsi dari dasar hukum Islam. Dalam 

penerapannya maslahah mursalah bertumpu pada 

kemaslahatan. 

Dapat dipahami bahwa maslahah mursalah 

merupakan suatu penetapan hukum yang persoalannya 

tidak di atur dalam ketentuan al-Qur’an maupun Hadist 

Nabi. Hanya saja dalam menetapkan penetapan hukumnya 
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ini lebih ditekankan pada aspek maslahat secara langsung. 

Dimana tujuan maslahah mursalah ini kajian hukumnya 

lebih mempertimbangkan kepada kemaslahatan untuk 

umat manusia guna menghindari mudharat kesulitan atau 

kerusakan.  

Maslahah mursalah dijadikan tolak ukur dalam 

pengembangan hukum Islam hal ini berkaitan erat dengan 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Setelah 

wafatnya Rasulullah SAW sebagai satu-satunya sumber 

hukum dan jawaban dari setiap permasalahan yang 

muncul di masyarakat, para ulama ahli hukum Islam 

berusaha melakukan penalaran ijtihad yang tepat untuk 

dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Hal 

ini terkain dengan permasalahan permasalahan yang ada 

dimasyarakat perlu adanya hukum yang mengatur sesuai 

dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nash.
133

 

Kemaslahatan secara umum dapat dijadikan dasar 

pembentukan hukum Islam jika memenuhi tiga syarat, 

yaitu kemaslahatan harus bersifat umum, harus hakiki dan 

tidak bertentangan dengan nash syar’i maupun prinsip 

syar’i yang lain.
134

  

                                                             
133

 Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi tentang Maslahah 

Mursalah dan Impementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” 

dalam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.3 No 2 (Desember 

2014), STIE Syariah Bengkalis, h.821. 
134 Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqih ... h.147 
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Zakat diletakkan pada persolan yang bersifat 

ijtihadi, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

pengelolaan zakat serta pengembangan zakat, untuk 

menemukan hukum syar’i dengan mengistimbatkannya 

dari al-qur’an dan Hadist. Suatu hukum Islam yang masuk 

dalam kategori ijtihadi menjadi sangat fleksibel, 

penerapan maslahah dalam ruang lingkup ekonomi Islam 

lebih luas dibandingkan dengan ibadah. Mengenai hukum 

Islam tentang ekonomi Islam (muamalah) umumnya 

bersifat global oleh karena nya ruang lingkup ijtihad lebih 

luas. 

Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek 

maslahah, zakat yang dikelola secara produktif memiliki 

potensi yang cukup besar untuk bisa terus dikembangkan 

sesuai degan kebutuhan zaman guna mengatasi 

kemiskinan yang tujuannya untuk kemaslahatan umat 

manusia.  

Pengelolaan zakat produktif yang di dasarkan pada 

kemaslahatan umat, pada dasarnya belum terdapat dalam 

kitab-kitab fiqih terdahulu belum diatur juga mengenai 

hukumnya dikarenakan pada zaman dahulu belum 

berkembang. Oleh karena itu penulis ingin membahas 

mengenai maslahah mursalah dijadikan tolak ukur acuan 

dalam meninjau praktik pengelolaan zakat yang 

pendistribusiannya secara produktif dimana persoalan ini 
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tidak diatur dalam hukum syar’i maka berkaitan dengan 

hal ini mengenai problematika kontemporer yang belum 

ditunjukan hukumnya dalam nash al-Qur’an maupun 

hadist karena zakat itu sendiri merupakan penerapan dari 

pendekatan hukumnya menggunakan maslahah mursalah 

yang didasarkan pada asas kemaslahatan umat. 

Perkembangan pendistribusian dana zakat pada 

saat ini melalui kegiatan yang di arahkan pada kegiatan 

produktif telah jelas diatur dalam perundang-undangan 

sehingga dana zakat yang didistribusikan tidak hanya 

untuk jaminan sosial saja melainkan juga untuk 

pemenuhan kebutuhan ekonomi umat melalui zakat 

produktif dengan memberikan bantuan modal usaha, 

berguna bagi aspek kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. 

Oleh karena itu adanya zakat yang diproduktifkan ini 

tidak dilarang oleh Islam, karena dapat menimbulkan 

kemaslahatan untuk umat. 

Dengan demikian mengenai pendistribusian dana 

zakat secara produktif yang berlandaskan pada maslahah 

mursalah ini diperbolehkan. Perkembangan zakat yang 

diproduktifkan ini diperbolehkan. Dengan ketentuan dana 

zakat disalurkan kepada golongan yang telah ditetapkan 

oleh syar’i tedapat dalam firman Allah dalam al-Qur’an 

surat At-Tabah ayat 60. 
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هَ  اَ الصمدَقٰتُ للِْفُقَراَۤءِ وَالْمَسٰكِيِْْ وَالْعَامِلِيَْْ عَلَي ْ ا وَالْمُؤَلمفَةِ ۞ انَّم
بِيْلِِۗ فَريِْضَةً  قُ لُوْبُ هُمْ وَفِِ الرّقَِابِ وَالْغَارمِِيَْْ وَفِْ سَبِيْلِ اللِّّٰ وَابْنِ السم

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿  ﴾٠ٓمِّنَ اللِّّٰ ِۗوَاللّّٰ
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan 

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha 

Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 60)”135 

Dalam hal ini dalam hadist tidak dijelaskan secara 

eksplisit mengenai zakat yang didistribusikan secara 

produktif namun pada hal ini pernah terjadi dimana 

Rasulullah SAW pernah memberikan zakat untuk 

dikembangkan. Dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan 

oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang 

zakat kepada Umar bin al-Khattab yang bertindak sebagai 

amil zakat serayanya bersabda : 

عَنْ عٌمَرَ بْنِ الَخطاَبِ رَضِىَ اُلله عَنْوُ قاَلَ كَانَ رَسُوْلُ اِلله صَلمى 
لعَطاَ ءَ فاََ قُ وْلُ اعْطِوِ مَنء ىُوَ افَْ قَرُ الِيَْوِ اَلله عَلَيْوِ وَسَلممَ يُ عْطِيْنِِ اْ 

رُ مَشْرِفٍ  الِ شَيْئٌ وَانَْتَ غَي ْ
َ
مِنِِّ فَ قَالَ خُذُهُ اِزاَ جَاءَ كَ مِنْ ىَذَاالم
    وَمَا لاَ فَلاَ تَ تْبِعْوُ نَ فْسَكَ )رواه المسلم(

                                                             
135 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, ... h.198. 
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“Dari Umar bin Khatab ra. berkata : Rasulullah 

SAW memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata 

kepada beliau : Berilah kepada orang yang lebih 

memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda 

“Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu 

yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu 

tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta 

maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka 

janganlah kamu ikutkan dirimu padanya.” (HR. 

Muslim).136 

Maksud dari hadist tersebut makna dari 

kembangkanlah ini sebagai bukti bahwa dana zakat dapat 

dikembangkan hal ini berkaitan dengan pendistribusian 

zakat yang akan terus berkembang untuk melanjutkan 

kehidupan. 

Permasalahan seperti ini jika ditinjau dalam 

maslahah mursalah menurut pandangan para ulama fiqih 

diperbolehkan menggunakan pendekatan maslahah 

mursalah apabila memehuni persyaratan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini ulama 

yang berhujjah membolehkan maslahah mursalah yang 

dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, apabila 

kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash maka 

disyariatkan hukum atas dasar kemaslahatan.  

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwasanya 

maslahah mursalah tidak sah apabila dijadikan landasan 

                                                             
136

 Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, Hadits Shahih Bukhari Terj. Jilid 

I, ... h.516-517 
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hukum dalam bidang ibadah, krena ibadah harus 

diamalkan sebagaimana danya diwariskan oleh 

Rasulullah, oleh karena itu bidang ibadah tidak 

berkembang. 
137

 

Mengenai kebolehannya maslahah mursalah 

dalam bidang muamalat sebagaian ulama kalangan 

Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa untuk 

menjadikan maslahah mursalah dapat dijadikan landasan 

dalam menetapkan hukum. Dengan alasan: Syariat Islam 

diturunkan seperi dijelaskan para ulama berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadist, bertujuan untuk merealisasikan 

kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Sedangkan 

kebutuhan manusia itu selalu berkembang, Oleh sebab itu 

apapun yang dianggap maslahah, selama tidak 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist sah dijadikan 

landasan hukum.
138

  

Adapun ulama yang menolak maslahah mursalah 

dijadikan landasan hukum dalam bidang muamalat 

mereka berbeda pendapat. Kalangan Zahriyah, sebagian 

besar dari kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak 

mengakui adanya maslahah mursalah sebagai landasan 

pembentukan suatu hukum, dengan alasan sebagai berikut 

dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, antara lain: 

                                                             
137 Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqih, ... h.137. 

138 Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqih, ... h.137. 
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1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan mengenai 

ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala 

bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan 

hukum maslahah mursalah berarti menganggap syariat 

Islam tidak lengkap, karena masih ada maslahah yang 

belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti 

itu bertentangan dengan surat al-Qiayamah ayat 36 : 

نْسَانُ اَنْ ي ُّت ْرَكَ سُدًىِۗ  ٦٠ -اَيََْسَبُ الْاِ  

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan 

dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban).
139

 

 

2. Membenarkan maslahah mursalah sebagai landasan 

hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak 

seperti hakim pengadilan atau pihak penguasa untuk 

menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan 

untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu 

merusak citra agama.
140

Dengan alasan-alasan tersebut 

mereka menolak maslahah mursalah sebagai landasan 

penetapan hukum.  

Mengenai diperbolehkannya dana zakat di 

distribusikan secara produktif, diantara sebagian ulama 

mazhab syafi’i berpendapat bahwa dibolehkannya praktek 

                                                             
139 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, ... h.578. 
140 Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqih, ... h.138. 
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zakat yang didistribusikan secara produktif dengan 

adanya syarat: Imam An-Nawawi dalam pandangannya 

memberikan konsep dasar zakat yang didayagunakan 

secara produktif diperbolehkan dengan ketentuan yakni 

melihat kemampuan mustahik yang akan menerima zakat 

tersebut dengan diberikannya alat berupa modal yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari untuk menunjang 

perekonomian mustahik tersebut, maka baginya 

diperbolehkan dengan memberikan zakat yang dapat 

didayagunakan. Namun apabila mustahik penerima zakat 

produktif tersebut tidak memiliki kemampuan untuk 

bekerja yang disebabkan karena faktor usia, maka baginya 

diberikan zakat konsumtif saja sesuai dengan ketentuan 

yang telah diatur.
141

 

Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, 

memberikan batasan dalam hal pendayagunaan dana zakat 

secara produktif dengan tegas mengatakan adanya syarat-

ysrat yang harus terpenuhi sebelum zakat tersebut 

diproduktifkan. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi 

merenangkan dalam kitabnya tentang pendistribusian 

zakat produktif bahwa : 

                                                             
141

 Yuhasnibar “Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif 

Menurut Mazhab Syafi’i” dalam Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dna 

Keuangan Syariah Vol 2 No.1 (Juni 2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh, h. 106. 
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“Tidak diperbolehkan bagi amil untuk 

mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan 

fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak 

menerimanya, orang-orang fakir miskin yang merupakan 

ahlu rusyd (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya 

sendiri, mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, 

dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta 

zakat sebelum izin dari mereka.” 

Pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi 

sebenarnya tidak jauh berbeda sengan Imam Nawawi, 

pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan 

dana zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq 

Asy-Syirazi agak ketat dalam hal ini beliau menjelaskan 

bahwa agar harta zakat itu tidak diproduktifkan terlebih 

dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat.
142

 

Selain kedua murid Imam Syafi’i tersebut 

terdapat ulama kontemporer yang membolehkan dana 

zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif yakni 

Yusuf al-Qardhawi, beliau menyatakan bahwa: zakat 

produktif dapat juga diartikan sebagai zakat yang dikelola 

untuk upaya meningkatkan ekonomi para fakir miskin 

dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber 

dayanya dengan melalui pelatihan serta pembinaan yang 

mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya 

                                                             
142

 Yuhasnibar “Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif 

Menurut Mazhab Syafi’i” dalam Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dna 

Keuangan Syariah Vol 2 No.1 (Juni 2020) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh, h. 108. 
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dana zakat itu menjadi modal untuk mengembangkan 

usahanya sehingga mereka memiliki penghasilan tetap 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperbolehkan.
143

 

Pendapat yang tidak membolehkan penerapan 

zakat produktif beralasan bahwa harta zakat sepenuhnya 

adalah miliki segolongan orang-orang yang termasuk ke 

dalam asnaf mustahik yakni 8 golongan penerima zakat 

seperti tercantum dalam firman Allah pada surat at-

Taubah ayat 60.
144

 Selain itu pendapat Majma’ al-Fiqh al-

Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy pada pertemuannya 

yang ke -15 di Mekkah mengatakan bahwa zakat 

produktif tidak boleh secara mutlak. Hal ini didasarkan 

dengan dalil  

ۖ  ٗ  حَصَادِه يَ وْمَ  ٗ  وَاٰتُ وْا حَقمو   

“Apabila ia berbuah dan berikanlah haknya 

(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.” (Q.S Al-

An’am : 141)
145

 

Ayat tersebut menurut pendapatnya menunjukan 

bahwa dana zakat harus segera dibayarkan ketika panen. 

Hal ini berkaitan dengan larangan untuk menunda 

                                                             
143

 Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi 

Kerakyatan .. h. 8-10 
144

 Fasiha, Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian 

Kemiskinan,(Palopo: Laskar Perubahan,2017), Cetakan ke-I, h.54. 
145 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, ... h.146. 
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pembayaran zakat kepada yang berhak yakni mustahik, 

walaupun dengan alasan untuk di investasikan menurut 

pendapat ini tidak diperbolehkan kaitannya dengan 

pemberian zakat secara peroduktif.
146

 

Mengenai diperbolehkannya dana zakat yang 

diproduktifkan sebagian ulama mazhab syafi’i 

membolehkan dengan ketentuan harus didasari dengan 

kemampuan mustahik dalam mengembangkan usahanya 

nanti serta dana zakat di salurkan secara produktif apabila 

kebutuhan dasar telah terpenuhi sebelumnya dan atas 

persetujuan mustahik dana zakat boleh didayagunakan 

untuk kegiatan produktif. Adapun pendapat yang tidak 

membolehkan dana zakat di salurkan dalam bentuk 

produktif yakni menurutnya penerapan zakat produktif 

beralasan bahwa harta zakat sepenuhnya adalah miliki 

segolongan orang-orang yang termasuk ke dalam asnaf 

mustahik yakni 8 golongan penerima zakat sesuai 

ketentuan syariah. 

Dengan tercukupinya kebutuhan pokok mustahik 

ini menjadikan kehidupannya berkecukupan. 

Pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif dengan 

memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan oleh 

                                                             
146

“Hukum Zakat Produktif” 

https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/, dikases 

pada 3 November 2021 Pukul 00.07 WIB. 
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LAZ Rumah Yatim Dhuafa tidak bertentangan dengan 

sumber hukum al-Qur’an, Hadist, Ijma maupun Istimbat. 

Karena dari pemberdayaan dana zakat secara produktif ini 

membawa kemaslahatan perubahan yang positif kepada 

mustahik dalam jangka waktu panjang sejalan dengan hal 

tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan. 

Hemat penulis menyimpulkan bahwa konsep 

pengelolaan zakat secara produktif di LAZ Rumah Yatim 

Dhuafa ini telah sesuai dengan hukum Islam kaitannya 

dengan metode-metode ijtihad seperti maslahah mursalah 

yang dihubungkan dengan pendistribusian zakat produktif 

berupa permodalan hal ini diperbolehkan karena tidak 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist. Selain 

penyaluran zakatnya dengan menggunakan akad qardhul 

hasan berupa pinjaman kebajikan. Dari pengelolaan zakat 

secara produktif melalui pemberdayaan ekonomi 

dianggap mampu mengubah ketergantunggan mustahik. 

Dengan diberikan bantuan modal dari zakat produktif 

mustahik dapat membuka usaha baru atau 

mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan 

pendapatan serta memenuhi kebutuhan hidup yang mana 

dalam hal ini mempunyai tujuan yang sama dengan 

maslahah mursalah yakni bertujuan untuk kemaslahatan 

umat manusia. 

 


